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PERATURAN REKTOR

UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG
UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan lelang, serta
mewujudkan pelaksanaan lelang yang lebih efisien, efektif,
transparan, akuntabel, adil, dan menjamin kepastian hukum;

. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat

(1) Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 11 Tahun
2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Universitas
Padjadjaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu diterbitkan Peraturan Rektor
Universitas Padjadjaran.

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan

Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5336);

. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang

Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1422);

. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan = Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);

. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang

Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi
Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 301);

. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk

dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan
Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);

. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta

Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5720);

. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 270);

. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran

Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 tentang Pengangkatan
Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;




3)

(4)

)

(1)

(2)

a. Pembeli memperoleh Kutipan Risalah Lclang sebagai Akta Jual Beli untuk
kepentingan balik nama atau Grosse Risalah Lelang sesuai kebutuhan;

b. Penjual memperolch Salinan Risalah Lelang untuk laporan pelaksanaan
lelang atau Grosse Risalah Lelang sesuai kebutuhan;

c. Pengawas Lelang (Superintenden) memperoleh Salinan Risalah Lelang
untuk laporan pelaksanaan lelang/kepentingan dinas; atau

d. Instansi yang berwenang dalam balik nama kepemilikan hak objek lelang
memperoleh Salinan Risalah Lelang sesuai kebutuhan.

Kutipan/Salinan/Grosse yang otentik dari  Minuta Risalah Lelang

ditandatangani, diberikan teraan cap atau stempel basah dan diberi tanggal

pengeluaran olch Rektor atau Pejabat/Panitia Lelang yang bersangkutan.

Kutipan Risalah Lelang untuk lelang tanah atau tanah dan bangunan

ditandatangani oleh Rektor atau Pejabat/Panitia Lelang setelah Pembeli

menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.

Kutipan Risalah Lelang yang hilang atau rusak dapat diterbitkan pengganti

atas permintaan Pembcli.

Kutipan Risalah Lelang yang ditolak oleh instansi yang berwenang dalam balik

nama Kkarena kesalahan redaksional dapat dilakukan perbaikan atas

permintaan Pembeli.

Pasal 79
Dalam rangka kepentingan proses peradilan, fotokopi Minuta Risalah Lelang
dan/atau surat-surat yang dilckatkan pada Minuta Risalah Lelang dapat
diberikan kepada penyidik, penuntut umum atau hakim, dengan persetujuan
Rektor bagi Panitia/Panitia Lelang.
Pengambilan fotokopi Minuta Risalah Lelang dan/atau surat-surat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat Berita Acara Penyerahan.

BAB VII
ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PELAPORAN

Pasal 80

Pejabat/Panitia Lelang wajib:

a.
b.

menyelenggarakan administrasi perkantoran;

membuat laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang kepada Rektor;
BAB VIII
PENUTUP

Pasal 83

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 18 November 2019
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